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1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah permasalahan mendasar yang dihadapi oleh mayoritas
penduduk di seluruh dunia. Hampir di setiap negara, tidok ada yang terhindar dari
tantangan kemiskinan Meskipun upﬂ}um Indonesia dalam meningkatkan
kesejahteraan sosial munjld'I fokus MMMF menjadi sorotan. Hal ini
sejalan dengan amanat dalam pembuksan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945 ;&Mmmhh tanggung jawabuntuk memberdayakan
selurub warganya dan mengatasi kondisi kefokiran:serta kemiskiman. Dalam upaya
percepatan peningkatan kKesejuhieraan masyarakat dan pengembangan kebijakan di
bidang ]F!a;liﬂiungan sosial. Pemerintah  Indonesia  pads  tabun 2007
mwsikm Program Keluarga Harapan (PKH),

I‘ea!ﬂungnmu km;:lhtr_mm masyarakat adalah tujuan utama dofem Munm
suaty negark: . Namun, di banyak negara, ferutama negara-negara berkembang, masalah
hmmlﬁﬁ-ﬁnk#mpmgmn sostal masih menjadi fantangan yang besunKnmskm:u‘L
tidak hamya terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga melibatkan dimensi-dimensi lain
seperti pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan publik.

Di Indonesia, Program Keluarga Harapan (PKH) hadir sebagni salah satu upaya
pemermtnh ontuk mengatas: mhh kemiskinon don mlimkaﬂcan. kesejahteraan
masynrakat. PKH merupakan progmm banfuan sesisl yang bertujuan untuk
memngknl.knn kualitas sumber daya mamusia, tu'm di' bidang pendidikan dan
kesehatan, dengan memberikan bantuan tunai kepada kelus

Salah satu tantangan utama dalam pembangunan Le.sqnhtermn masyarakal adalah

ketimpangan sosial dan ekonomi. Program-program seperti PKH dirancang untuk
mengurangi ketimpangan ini dengan memberikan bantuan kepada keluarpa yang
membutuhkan, sehingga mereka dapat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan
dengan lebih baik.

Meskipun PKH dianggap sebagai langkah wvang efektif dalam memerangi



kemiskinan, masih ada beberapa tantangan vang perlu diatasi. Misalnya, penting untuk
menetapkan sasaran yang lepal, mengelola program dengan efisien, dan melakukan
evaluasi berkualitos untuk memostikon keberhasilan program tersebut. Selain itu,
partisipasi dan responsivitas dari pemerintah don masyarakat joga krusial dalam
menjamin kesuksesan program seperti PKH.

Dalam mengaitkan Program Keluarga Hampan dengan masalah kesejahteraan
masyarakat, penting emtuk diingat bahwa PEKH bukanlah solusi tunggal untuk masalah
kemiskinan. Namun, Ijl'{l:l dapat menjadi salah safs ﬁmen yang membantu

mengurangl ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejaht craan masyrakal secara
kesalummhan, terutama di aﬂi:r pendidikan dan M Oleh karena ifu,
pembangunan kesejahteragn masyarakat membutubkan pendekatan holistik dan
kerjasima antim pemerintsh. lembagn sosial. dan ﬂqﬂﬂ‘.ﬂ gipil, dengan
memanfaatkan berbagai program dan kebijakan yang sesuai dengan kebituhan
masyarakat

Hn@imupikﬂn entitas orgnmsasi i dalom suatu wilayah yong memiliki
kekutisaan tertinggi yong diakui dan dihormati oleh penduduknya. Di dalam struktur
neg'n:l, terdapal berbagai bagian yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan dan sumber
daya yang mendukung mercka dalam mencupa tujuanjﬂgm ditetapkan. Menurut
Hasibuin {ZWIJHJ, -organisast adalah sistem formal di mang dia tintg atau lehih

bekﬂju bm:hhmhnjmmné:men yang mu:thlpmmjeme n tingkat atas,

kemiskinan. Sejak awnl kﬂmm‘dckaunn}rai Indunes::l l.ems i:lﬁjunng miengatasi masalah
ini, yang tetap menjadi isu utama hingga saat ini. Kemiskinan merupakan masalah yang
kompleks dan melibatkan banyak aspek, termasuk sosial. ckomomi, budaya, dan
lainmya. Masalah kemiskinan juga dapat menjadi hambatan bagi pembangunan negara.
Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan masalah kemiskinan sebagai

prionitas.
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Menurut strategi penanggulangan kemuskinan, kemiskinan dapat didefinisikan
sebagai kondisi di mana seseorang atau kelompok tidak dapat memenuhi kebutuhan
dasarnya untuk hidup yang layak. Kebutuhon dasar ini meliputi makanan, kesehatan,
pendidikan, pekerjann, perumahan, air bersih, keamanan, lingkungan yvang sehat, dan
hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Kemiskinan dipengaruhi oleh bnrhaﬁﬁhwymg saling terkait, seperti tinglkat
pendapatan dan kesehatan. Pemerintah telah mengimplemientasikan berbagai kebijakan
untuk men gamdhuﬂumﬂtum.ﬂh sofunys aﬂnhh melalui perlindungan
sosial bugi masyaraat miskin. Salah sat program perlindin v sosal yang dilakukan
udahh"ﬂhpm EEWWTPHI B

Program Keluarga Harapan (PKH) didasarkan pada U -Undang Dasar [945,
Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 fentang Sistem ]a.mi‘mﬁuhlﬂiﬁmhl Unﬂmng-
Undang No, 11 Tahun 2009 tentang Kessjahternan Sosial, dan Peratura .
15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. PK!EI ﬁll]tp‘ugram
hn:lunlr_.mm bersyarat kepada keluarga miskin, yang bertujuan untuk memperkuat
sistem perlindungan sosial bagi mereka, meningkatkan, kualitss hidup melalui
pendidikan dan kesehatan, serta mendukung tercapainys kesejahteraan sosial.

Menwut Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesis
pada Maret 2022 adalah 9,54 %, mm T poin dibamﬁq:lrm 2021. Dalam
Iapm‘.&u&ghuﬂhg‘!ﬂil_. ﬂffﬂi pﬂlh:h.k 1ndnnesntﬁhﬁﬂmndcm akan tetapi dengan
prmnlﬂwwm mtﬂmi tersebhut al#p. h:hﬁﬂ:imn di Indonesia masih
tergolong tinggi dengan milihal kondisi nmsyumhim masih belum mendapatkan

kesejahteraan.

Pemeniniah  dalam mmjﬁﬁkﬁn tingkat kesejahtersan masyarakal dengan
meminimalisit kemiskman melalui salah satun kebijakannya dengan program yang
dianggap mampu meningkatkan derajat dan kualitas mdop manusia, yvaitu dengan
mengeluarkan Program Kelvarga Harapan (Susanto, 2016), dimana hal tersebut
bertujuan untuk memutuskan mata rantal kemiskinan yang ada di Indonesia, seperti
dalam hal memperbaiki taraf hidup penerima KPM menggunakan akses kavanan



pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, lalu memimmalisir jumlah
pengeluaran dan berupaya meninpgkatkan pendapatan terhadap keluarpa kurang
mompu, memanifestasikan transisi tingkah laku dan kemsandirian serta mampu
mempermudah KPM dalam mengakses fasilitas pendidikan, Kesehatan. kesejahteraan
sosial

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nemor | Tahun 2018 Bab | Ketentuan Unmm,
Program Keluarga Hlqultlﬁtnu disebut juga PKH adaloh program pemberian bantuan
sosial kepada keluargn dan/atatl perorangan miskin dan rentin. yang terdaftar dalam
data terpadu progrom penangaran masyarakat miskin, yang diolah oleh Pusat Data dan
Informasi Kescjahtersan Sosial, dan ditetapkan sebagai keluarg penerima PKH
(Ardyansah, 2018). Menurut pandangan ini, dikatakan bahwa Program Keluarga
Harapan ﬂ‘ﬂ{] vang memberikan bantuan ekonomi kepada keluarga miskin, dapat
membanty mereka keluar dari kemiskinan. Ty hamil, anak leeil, anak SD, jpelajar
SMP, SMA, lansia, dan penyandang disabilitas kanyalah sebagian keeil dari kelompok
yang berpotensi lolos PKH (Yusuf et al, 2021,

P.'mgu#h ini memberikan bantuan kepads Keluarga /Sasaran Pencrima Manfast
I:I(SM} dengn syarat-syarat yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut terkait dengan
upay meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnys dulam hal keschatan
dan Mﬂm Sdum program pnmmmah memiliki twjuan dan rencana
pencapaian yang jelas agar permasalahon yang muncul dapat diatasi secara efektif
Program ini ditujukan kepada mmah tanggn vang sangat miskin, yaitu mercka yang
berada di hawah Hﬂ'}u .garjs-kemiﬂ':m.un resmi puh,ﬂ.fh] program ini seharusnya
bukan hanya sekadar wnjﬁmm muggnmn semata, melainkan
sebagai solusl yang heuar-b;:nar berdampak positif.

Penerima program dipilih dari kalangan rumah tangga yang sangat miskin, yaitu
mereka yang berada di bawah B0% garis kemiskinan resmi pada saat i Meskipun
menipakan program rintisan, cakupan awalmya rendah. Pemerintah mengklaim bahwa
Program Keluarpn Hompan (PKH) efektif dalam mengatasi kemiskinan dan
ketimpangan di Indonesia, tetapi menurot Tim Nasional Percepatan Penangpulangan
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Kemiskinan (TNP2K), dalam kurun waktu 2007 hingga 2012, program ini hamya
mencakup 1.5 juta keluarga: Angka tersebul sangat kecil dibandingkan dengan jumfah
total 60 juta keluarga miskin di Indonesia dan 6.5 juta keluarga vang berada di bawah
garis kemiskinan. Pada tohum 2012, PKH akhirmyn beroperasi di setiap Provinsi di
Indonesin. meskipun belum dapat mencakup setinp Kobupaten di setiap Provins.

Meskipun program rintisan dengan :ah’qﬁn awal yung rendah, pemerintah
mengklaim bahwa, Program Keluargn Horopan (PKH) efektif dalam mengatasi
kemiskinan dmhmmpnngm di Indoensta (CNN Indonesia); Namun menurut Tim
Nasional Pl:l'ﬁqbﬂtlm ‘enanggulangan Kemiskinan (TNPIK) Ellﬂ:ﬁhm 2007 hingpa
2R farys met BRI e K ciuargs, sccallE U RRetols B uargn miskin di
Indonesia mencapai 60 juta dan yang berada di brwah garis kemiskinan sebanyak 6,5
Jjuta keluargn. Pada tahun 2012, PKH mulai beroperasi disetiap provinsi di Indonesia,
mcd:ﬁmhdhnmmmpm setiap kabupaten dalam setiap pm'sﬂn:ﬂ.

Selain itu, mengenai Program Keluarga Harapan. diharapkan dapat mengurangi
tingkat  kemiskinan, mensiobilkon situnsi ekonomi sosial masyarakat, dan
meningkatkon kesejahteraan mereka, Namun, sejaub mana hal ini dapat terjadi,
di“#hl.kun-pﬁ'm]-i:ﬁa.n untuk menjawab semua asumsi den mosalsh vang muncul di
tengah masyarakat terkait dengan Program Keluargs: ﬂmﬂ{ﬂ{l—]} E;i:inelilinn ini
hem:]ﬁmmkmmhm Evalusai  Program Dmpkgd:kml’l(i—l dalam
mmmml;km_knﬁajahlm mosyarakat di Kalurahan Minomartani, Kecamatan
\Igngldul:ﬂfw

Tujuan dan penelltla.ﬁ im sdolah unmk mentlap h@lm&nﬂ pelaksanaan PKH
mempengaruhi peningkatan kesejahteraar w di Kalurshan Minomartani,
Kecamatan Ngaglik, Kota Yug}'nkam H,uml dari penelitian ini secara akademis
dihargpkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan ilmu
pengethuoan, khususnya dalam bidamg administrasi publik yong berkaitan dengan

kebijakan publik. Selain itu, penelitian ini akan dilanjutkan dengan menganalisis data
yang diperoleh, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga
Harapan memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Minomarian.



PKH merupakan bagian dari program perlindungan sosial di Indonesia yang
berbentuk bantuan sosial. Bantuan ini diberikan kepada keluarpa miskin atau rentan
miskin dengan syarat-syarat terfentu, di mona mereka terdsfiar dalam Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS). PKH mempakan salzh satu mnisiatif pemerintah uniuk
mempercepat penanggulangan kemiskinan, dengan fokus khusus pada memutus rantai
kemiskinan antargenerasi, Program uufny MI secara internasional sebagai
Conditional Cash Transfer (CCT) m wm;ndn tahun 2007, PKH telah
berperan Mhmw"gﬁmdﬂn mendorang kemandirian Keluarga
Pcnenmq.!ﬁpﬁﬂt lm

‘Sebagai program bantuan sesial yang bersyarat, PKH bertujuan membuka akses
hr@m ferutama ibu® thamil dan anak wsia ﬂiﬁ,m mﬁaﬂmn fasilitas
kesehatan (faskes), dan anak usia sekolah untuk memanfastkan fasilitas pendidikan
(fasdik) yang tersedia di dekat tempat tinggal mereka. Manfuat dari PKH ssat ini juga
melibatkan penyandang disabilitas dan lanjul usia, dengan tujuan untuk menjaga
Mnm sosml mereka sesual dengan konstitus: dan Nawacita Presithnii..

Pasal 34 ayat (1 ) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menagaskan langgung jawab negara dalam menjaga kesejahtersan B ir miskin
dan anak terlantar. Bagi kelompok tersebut, sesuai dengan UUD 1945, Pemerintah dan
pemmnhh:hm hmjm menyediakan mﬂ mml,jmu nan sosial,
pemberdayaan sostal, dan pqiimhngus«nsmj sccbnpj hmlﬂk pﬂlaksanﬂau kewajiban
negara mmﬂﬁm pemenuhan hak atas kﬂhﬂhﬂilﬁmr Warga negan vang
miskin dan tidak manpu, i’emmnmh Indonesia telth melsksanakan berbagal upaya
untuk mengatasi kemiskinan, dengan memberikan peluang kepada masyarakat miskin
untuk meningkatkan kesejzhterasn mereka.

Dalam rangka wmeningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan,
Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomar @6 Tahun
2015 yang mengubsh Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan. Tujuannya adalah mempercepat penurunan tingkat
kemiskinan, dan sebagai langkah konkret. Pemerintah membentuk Tim Nasional
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Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebagai wadah koordinasi lintas
sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat. TNP2K. sejak tahun 2011,
menetapkan empat strateg untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, yaitu

I. menyempurnakan program perlindungan sosial

2. meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dusar

KH telah bertambah

i dari 7 provinsi

insi, mencakup

Kota, dan §.709 Kecamatan. Perken ah penerima dan
aran PKH sejak tahun 2007 sampai dengan 2 ihat pada

=t o N

Gambar |. Perkembangan PKH Tahun 2007 s.d. 2020



Selama periode Pembangunan Jangka Panjang (PIP) tabum 20 10-2014, terjadi
peningkatan target penerima manfaat dan alokasi anggaran Program Keluarga Harapan
(PKH}, melebihi baseline target perencanaan. Pada tahun 2016, jumlah penerima PKH
mencapai & juta KPM dengan alokasi anggaran sebesar Kp. 10 triliun. Pada tahun 2017,
jumlzh KPM PKH meningkat menjadi 6228810 keluarga dengan alokasi anggaran
bantuan sosial mencapai Rp. 115 triliun’ Pada tahiun 2018, terjadi peningkatan target
jumiah KPM PKH yang signifikan menjadi 10 juta KPM, dengan realisasi sebanyak
10.000.232 kelwarga dan alokesi anggamn mencapai Bp. 194 friliun. Namun, pada
akhir tahin 2019, _;umm Wﬁ.ﬂu penurun ‘IIIEI]M 5‘;841 270 kelparga
dengan aloknsi anggaran-sebesar Rp. 34.2 triliun. Pada tahun 2020, CAPAlEn Penerima
m ‘mencapai 10.000,000 keluarga dengan slokasi anggaran sebesar Rp. 36,9
trilfuan.

‘Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan seseoring sebagai miskin jika
merel‘:ﬁﬂntqipn mememnithi kebutuhan dasasr makanan dan nuﬂm yang
dmkur lhn mnmn selnma sebulan, dengan batas pengeluaran inj dignhl Gans
Kemiskinan (GK).

Menurut data BPS dari survei SUSENAS 2019, masih terdapat anak-anak yang
puliﬁ-'ﬂuh.h di_setiap jenjang pendidikan. Targel apﬂams sekolsh menurut
aemwm di bawah satu perser; pada setiap _]eqm“g pendidikan.
Meskipun dain pada ﬂtﬂlrlmlmnpkkan hﬂh‘kmm sekolah pada jenjang
pendidikan SD sudah mencapai target terscbut, nmun angka putus sekolah pada
Jenjang S‘I.-'IP.-Sedanjﬁt nmuﬁm Sh'l.ﬂL.‘SEdem_mtmnﬂh belim mencapai target yang
ditetapkan.
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Gumbar 2 perkembanzan jumlsh siswa patus sckolih menumst jenjang pendidikan

‘Data Badan Pusat Statistik tahun 2019 menunjukan mta-trta nesional angka
partisipasi murni pada jenjang pendidikan SD/MI mencapai Wm SMPMTS
maump:fm SMA/SMEK/MA mencapai 60,84%. Meskipun tﬂjlﬁmk
dari tahun sebehumnya, APM poda tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah
Mmmguhhi‘nﬁih tergolong rendah. Dukungan pmw hmh.um tunai bersyarat
PKH, Diharapkan dapat memberikan kontribusi meni \PM pada tahun-tahun
borikunys.

ﬁlllmml,n Ill#ﬂ i:mqﬂim mnsynm!mt ir.E injmesia disebabkan oleh
g tercermin dalam kenaikan inflasi terutama pada
hahan-bahan pﬂ. m&:‘iﬂ :ﬁﬁ:@mlhi -ula& lWhn kebijakan pemenintsh
dalam menjaga days beli masyarakat, lemutama mhh.gmghapusm program sosial
seperti beras miskin (Raskin). Seloimn itu, strategi pemerintah lerkait dampak kenaikan
harga Bahan Bakar Minyak (BBM) juga dinilai belum optimal, sehingga berdampak
negatif terhadap daya beli masvarakat dalam memenohi kebutuhan dasar ( Protams &
Mudarya, 2021).

1.2 Rumusan Muasalah

|. Bagaimana pelaksanasr Program Keluarpa Harapan (PKH) di



kalurahan Minomartani dalam meningkatkan kesejahterasan masyarakat
T
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung Program Keluarga Harapan
(PKH) di kalurahan Minomartani dalam menngkatkan kesejahteraan
masyarakat 7
1.3 Tujuan Fenelitian
Dalamrangks menjawab rumusan masalah yang sudah dijelaskan maka
mmﬂnri penelitian ini adalah - '
- Untuk Wﬂms pelaksanaan ngum: Keluarga Harspan
t'l’ﬁl?l} ﬁ ‘kalurahan  Minomarian dalam meningkatkan
kesejabteraan masvarakat 7
Untuk mengetahuin faktor penghambat dan pendukung Program
Keluarga Harupan (PKH) di kalmﬂmn_wi'ﬂﬂlnm
peningkatan kesejahternan masyarakat 7
1.4 Manfaat Penelitian
Dani penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat schagai berikut:
Manfaat Teoritis:

a) Penclitisn ini diharapkan dapat berperan dalam memperluas
pmhmm pm:dﬂngan tenhmgﬁkﬂﬂm program Keluarga
fﬁnpmﬂﬂ]ﬂ-ﬂ Kilumtﬁ.n Mmknhupaten Sleman.

b) Hasil penelitian ini dapal membenikan kontribusi penting dalam
FEH‘IICE'J:.III:I[II;IEEILEL i nd:mmst:m"mi"'lnfcmmi yang diberikan
dlhmnpkmmw&:&mmhamn mengenal struktur
dan jalur kebijakan Program I-(éluargﬂ Harapan (PKH), sehingga
dapat mendukung upaya pencapaian kesejahteraan keluarga dan

bt

penanggulangan kemiskinan.
Manfaat Praktis
a} Memberikan sumbangan dan saran yang berharga bagi para
pemangku kepentingan vang bertujuan untuk meningkatkan
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kualitas hidup masyamkat di Kalurahan Minomartani serta
lembaga pemerintahan lainnya. Terlebih lagi, hasil penelitian ini
b) Bisa digunakan sebagai acuan oleh pemerintah daerah dalam
proses  pengambilan keputusan, khususnya terkait dengan
program bantuan PKH..
1.5 Sistem Matika Bab
Untuk memaparkan qm }m;lhm dibahas pada penelitian ini, adapun
sistematika penulisannya sebagni berikut -
BAB | PENDAHULUAN

Padan ﬁll:_iui_mnjn.l.askan konteks masalal pmeﬁlian. perumusan
masalah yang akan diteliti, tujuan dari penelitian tersebut, manfaatnya baik
dalam aspek teoritis maupun praktis. serta menguraikan tata eara penulisan
fhﬁm penelitian tersebut. i

BARB mﬁ.ﬂ PUSTAKA

Pada Bab ini berisi pemaparan konsep teori dalam pmﬁlhn dan
lﬁﬂlﬁm pula terkait definisi konsepiual dan-definisi operasional yang
digunakan. state of art penelitian, dan kerangka pikir pencliti.

BAB Il METODELOGI PENELITIAN 4 :

FPada Bab ini dijelaksan metode penclitian yang digunakan, mencakup
jenis penelitian yang digunakan. fokus penelitian, objek penelitian, subjck
penclitian, sumber data, feknik pengumpulan dafa yang dibutubkan dan
teknik analisi data.

BAB I'V HASIL rEhEmenaletﬂm

Pada Bab ini berisi penyvajizn data vang diperoleh di lapangan dan
penjelasan informasi dar norasumber dan atau dokumen-dokumen yang
kemudian  dianalisis sehingga dapal membenkan interpretasi  atas
permasalahan yang diteliti.

BAB Y FENUTUF
Bab ini merupaken bagian terakhir vang menjadi penutup dari
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pernbabisan yang dissmpaikan penelitian. Adapun bagian-bagianay beris
sebagai rekomendasi dari hasil penelitian.
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